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PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian maka dapat disimpulkan
bahwasannyayaitu:

1. Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Selatan nomor 11 tahun
2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan terkait
penerbitan akta kelahiran, telah berjalan namun belum sepenuhnya
optimal. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bengkulu Selatan telah melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah
dengan baik, terutama dalam hal persyaratan, serta mekanisme
pelayanan penerbitan akta kelahiran. Begitu juga di masyarakat
sebagian sudah sesuai dengan Peraturan Daerah dalam penerbitan
akta kelahiran, namun implementasinya belum optimal karena
Berdasarkan data tahun 2025, masih terdapat sejumlah anak yang
belummemilikiaktakelahiran.

2. Kendala yang ditemukan yaitu masih rendahnya kesadaran akan
pentingnya akta kelahiran, kurangnya literasi di masyarakat,

sehingga tidak mengetahui Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2010
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tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Adapun
Kendala dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam
pelayanan masih kurangnya efektivitas pengelolaan sumber daya
manusiadan masih kurangnyaketerbatasan perangkatkerja, fasilitas
yang cukup memadai, meskipun kadang ada mengalami kerusakan
sehingga menyebabkan terhambatnya proses pelayanan kepada
masyarakat.

Tinjauan  siyasah  tanfidziyah  mengungkap 2  Prinsip
: Prinsip ‘adalah (Q.S. An-Nisa:58)dan tha’ah (Q.S. An-Nisa:59)
mewajibkan taat pada Peraturan Daerah Bengkulu Selatan No. 11
Tahun 2010 tentang penerbitan akta kelahiran sebagai amanah ulil
amri. Pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya sesuai dengan
prinsip syariah, karenamasih ditemukan keterlambatan warga dalam
penerbitan akta kelahiran, kurangnya kesadaran akan hukum, dan
masih kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah di Bengkulu
Selatan. Pelaksanaan kewajiban pemerintah harus dibaca tidak
hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari nilai-nilai amanah,
keadilan, dan kemaslahatan. Hal ini belum sepenuhnya sejalan

denganQ.S. An-Nisa: 59.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran-saran
berikut:

1. Bagipemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan dukungan
terhadap  layanan  administrasi  kependudukan  dengan
meningkatakan pendanaan, memperbaiki fasilitas layanan, dan
memperkuat program sosialisasi yang menargetkan semua lapisan
masyarakat.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didorong untuk
meningkatkan inovasi layanan, seperti program layanan, layanan
mobile, dan penggunaan teknologi digital untuk memudahkan
masyarakatdalammengurus aktakelahiran.

3. Diharapakan masyarakat akan meningkatkan kesadaran hukum dan
mematuhi peraturan daerah, karena akta kelahiran merupakan hak

mendasaranak yangsangatpentinguntuk masadepan mereka
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